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Abstrak: Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar 

para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya,akan tetapi terdapat perbedaan 

antara teori dan praktiknya,ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi 

(Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariahterdapat kasus 

wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu 

keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang mengakibatkan dikenakan denda 

ketika telah  jatuh tempo.Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme 

pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana bentuk dan Penyelesaian 

Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah field researchyang diperoleh melalui wawancara, serta library 

research yang diperoleh dari buku bacaan dan artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan 

dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan produk ARRUM 

yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan 

modal untuk keperluan Usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian 

pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di 

tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi 

sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya Tidak melakukan 

pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Tidak 

melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. 

Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah 

sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada 

nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). 

Kata Kunci: Hukum Islam, Wanprestasi, Pegadaian, Produk ARRUM 

 

Pendahuluan 

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karenanya sifat dari 

ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput 

dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah 

satunya dalam melakukan transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah 
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seharusnya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini 

adalah hukum ekonomi Islam.1 

Perkembangan peradaban manusia menimbulkan adanya perkembangan dan 

peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia terutama dalam bidang ekonomi yang saat ini 

sedang mendapatkan perhatian dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan, baik 

pemerintahan, lembaga keuangan, praktisi bisnis, akademisi, dan umat Islam khususnya, yaitu 

ekonomi syariah.  

 Dengan adanya perkembangan dan peningkatan tersebut maka Pemerintah mulai 

mendirikan dan mengembangkan Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu pegadaian 

syariah yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. 

Pegadaian Syariah tumbuh dan berkembang karena dalam realitanya dibutuhkan 

untuk membantu perekonomian masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Bahkan 

mendapat dukungan yang cukup tinggi dari perkumpulan masyarakat ekonomi. Konsep 

operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, 

efesiensi dan efektifitas yang di selaraskan dengan nilai Islam. 

Pada Pegadaian syariah terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah 

produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro). Untuk mendapatkan Pembiayaan ARRUM, salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dan yang menjadi syarat utamanya yaitu surat BPKB dan dengan 

melengkapi syarat-syarat lainnya. Setelah melengkapi syarat-syarat tersebut barulah pihak 

pegadaian memberikan pinjaman kepada pihak nasabah, dan pengembalian pinjaman 

dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan dalam setiap bulannya sesuai dengan 

kesepakatan. 

Oleh karena itu, dalam proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah 

kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak 

____________ 
1 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,  (Yogyakarta: UII Perss, 2008), cet ke-1, 

hlm. 2. 
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memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan Wanprestasi. Wanprestasi yang 

biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama 

satu bulan atau lebih. Dan dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian 

mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah 

satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas ketelambatan 

pengangsuran pembayaran pinjaman kredit. Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan 

apabila nasabah tiap bulan melakukan wanprestasi dan tergantung berapa bulan pihak 

nasabah melakukan keterlambatan. Biaya tambahan (Ganti rugi) yang diterapkan di 

pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang memberatkan pihak nasabah, 

Selain harus mengembalikan modal pokok yang dipinjamkan, tetapi pihak nasabah juga harus 

membayar biaya tambahan (ganti rugi) yang berkisar 4% perbulan, akibat dari wanprestasi 

dalam membayar angsuran pada setiap keterlambatan perbulannya. Oleh karena itu, maka 

peneliti bermaksud untuk mengkaji mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

sistem penyelesaian wanprestasi produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) di pegadaian Syariah 

Aceh Besar. 

Landasan Teori 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahn (Gadai) 

 Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) Rahn adalah Tetap dan Lestari, seperti juga 

dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Adapun dalam pengertian Syara’, ia berarti: menjadikan 

barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, 

hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barang itu.2 

 Jadi, definisi Ar-Rahn secara istilah adalah menjamin hutang dengan barang (suatu 

benda) yang memungkinkan hutang dapat dibayar dengannya atau dari harganya.3 

 Dasar hukum gadai dalam Al-Qur’an adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah 

ayat 283: 

____________ 
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Pt. Alma’Arif, 1987), hlm. 150. 
3 Abu Bakar Jabir Al-Jaza’ri, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 

2012), hlm. 663. 
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كْتمُُوا مَقْبوُْضَةٌ فاَإنِْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فَلْيوُءَدِّ الَّذِي اوءْتمُِنَ أمََانتَهَُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَ وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدوُْا كَاتبِاً فرَِهَانٌ 
 الشَّهَادةََ وَمَنْ يكَْتمُْهَا فإَنَِهُ أثَمٌِ قَلْبهُُ وَاللهُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْمٌ 

Artinya:” Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi ada sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barang siapa yang mnyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah, ayat 283). 

 

 

2. Fatwa DSN tentang Rahn 

 Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/lll/2002 GADAI Syariah harus memenuhi 

ketentuan umum berikut:  

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) 

sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak 

boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai 

Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, 

namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 

penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan Marhun. 

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 

melunasi hutangnya. 

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual 

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
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c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan 

dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi 

kewajiban Rahin.4 

3. Pengertian dan Dasar Hukum Qardh (Utang Piutang) 

Qardh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama 

memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan 

bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak 

pertama.5 

 Dasar hukum Qardh (Hutang Piutang) dalam Al-Qur’an adalah firman Allah SWT dalam 

QS. Al-baqarah ayat 245: 

َ قَرْضًا  ُ يقَْبِضُ وَيبَْسُطُ وَإِليَْهِ ترُْجَعوُنَ حَسَناً فيَضَُاعِفَهُ لَهُ أضَْعاَفاً كَثيِرَةً ۚ وَ مَنْ ذاَ الَّذِي يقُْرِضُ ?َّ َّ?  

Artinya:  

 “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran 

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan,”(QS. Al-baqarah (2): 245). 

 

4. Konsep Hutang pada Ketidakmampuan Pembayaran Hutang Oleh Muqtarid 

(Penerima Utang). 

 Akad hutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam 

menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad memberi 

hutang bukan sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula untuk mengeksploitasi 

orang lain. Oleh karena itu, yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada yang memberi 

hutang kecuali yang dipinjamnya atau yang serupa dengannya. Hal tersebut sesuai dengan 

kaedah fiqih yang mengatakan, “Setiap Piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.”6 

____________ 
4 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 390-391  
5 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 273-274 
6 Sayyid Sabiq , Fiqh Sunnah, , ..........................................., hlm. 126 



Petita, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018                    http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index 

                                                                 ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274 

 

 

199 

 

 Dalam surah Al-baqarah ayat 280 Allah SWT, yang artinya : “Dan jika (orang berutang 

itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan 

jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah {2}: 

280). 

 Diriwayatkan pula dari Ka’ab bin Umar bahwa Rasullullah SAW, bersabda: 

اللهُ فيِ ضِللِّهِ مَنْأنْضَرَمُعْسِرًا أوَْوَضَعَ عَنْهُ أضََلَّلهُ   

 Artinya: “barangsiapa memberikan penangguhan utang kepada orang yang kesusahan 

atau membebaskan (sebagian atau semua) utangnya, Allah akan menaunginya dengan 

naungannya-Nya.” (H.R. Muslim).7 

 Jika dalam hutang piutang ada syarat yang menguntungkan pihak pemberi hutang, 

maka termasuk kategori permintaan ganti. Jika masuk ke dalam kategori ganti, maka 

mengandung riba Al-fadl (tambahan) dan riba Nasiah (penundaan).8 

Dan apabila dalam akad Qardh mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok 

pinjaman (ziyadah), praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan hadist, “setiap 

utang putang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.” 9 pinjaman (Qardh) 

dengan tujuan apapun tidak dibolehkan, baik untuk berdagang, membeli rumah, pabrik dan 

sejenisnya. Sebab bunga tersebut adalah riba dan riba hukumnya haram.10 

 

Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti.11 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah 

sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan 

analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi, deskriptif analisis yakni sebuah 

penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta 

____________ 
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Al-I’tishom, 2014). Hlm. 347 
8 Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 

463  
9Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 21  
10Ash-Shiddiq Abdurrahman Al-Gharyani, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2004), hlm. 214-215 
11 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 

2012, Cetakan Ketiga), hlm. 10. 
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serta kaitannya dengan fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh 

melalui penelitian lapangan (Field Research) dengan proses wawancara dan studi 

dokumentasi, serta penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh melalui buku-

buku. Seluruh data penelitian yang telah diperoleh, diolah menjadi suatu pembahasan untuk 

menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang telah dipelajari. 

 

 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro), Bentuk dan Mekanisme 

Penyelesaian Wanprestasi Nasabah pada Produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) di 

Pegadaian Syariah Aceh Besar.  

Produk ARRUM merupakan skim pembiayaan berbasis Syariah bagi para pengusaha 

mikro untuk keperluan usaha yang dikeluarkan pada tahun 2008.12 Tujuan Pegadaian Syariah 

menerbitkan produk ARRUM adalah untuk membantu para Pengusaha mikro yang telah 

berjalan minimal satu tahun yang sedang kekurangan modal atau dalampengembangan usaha 

dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan. 

Di pegadaian Syariah Aceh Besar, Pembiayaan ARRUM berjumlah 380 orang dalam 3 

tahun terakhir dari kategori usaha penjual kelontong, laundry, warung nasi, fotocopy, kafe, 

bengkel, home industri, pakan ayam, pangkas, isi ulang, penjual kelapa, penjual ponsel, dan 

lain sebagainya. Dari jumlah tersebut, sekitar 230 orang nasabah yang meminjam pinjaman 

dalam jumlah 10.000 sampai dengan 20.000.000, sekitar 150 orang meminjam pinjaman 

dalam jumlah 20.000.000 sampai dengan 200.000.000.13  

Pada dasarnya, dalam produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) ini dikarenakan 

ada sebagian nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya pada saat nasabah masih 

____________ 
12Googleweblight.com/i?u=http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-

usaha-mikro.html/m%3D1&hl=id-ID diakses pada tanggal 16 Juli 2018 
13 Data Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar 
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dalam proses pembayaran pelunasan pinjaman. Dan ada juga nasabah yang memang mampu 

atau lalai dalam melunasi pembayaran pinjaman, dikarenakan si nasabah menggunakan uang 

yang di pinjamnya dari pegadaian di pergunakan untuk hal-hal yang lain. Dengan demikian, 

ketika pada saatnya jatuh tempo maka terjadilah wanprestasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, pada pembiayaan produk ARRUM lebih kurang terdapat 

80 orang nasabah yang wanprestasi dalam 3 tahun terakhir. Adapun bentuk-bentuk 

wanprestasi yang dikenakan biaya tambahan pada peminjaman dana produk Arrum (Ar-Rahn 

Untuk Usaha Mikro) adalah sebagai berikut: 

1. Tidak melakukan pembayaran sampai pada saat jatuh tempo perbulannya. 

Mengenai wanprestasi seperti tidak melakukan pembayaran sampai saat jatuh tempo 

merupakan hal yang sering dilakukan oleh nasabah dalam setiap bulannya. Nasabah yang 

melakukan wanprestasi dalam setiap bulannya terdapat 60 orang nasabah dalam 3 tahun 

terakhir yaitu dari tahun 2016-2018.14 Pada dasarnya, nasabah yang banyak melakukan 

wanprestasi pada setiap bulannya merupakan nasabah yang melalaikan kewajibannya 

padahal pihak nasabah tersebut mampu untuk membayar angsuran, sehingga nasabah 

tersebut dikatakan wanprestasi. 

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam menangani wanprestasi 

tersebut, yaitu memberi peringatan kepada pihak nasabah dengan cara menghubungi pihak 

nasabah agar segera melakukan pelunasan pembayaran pinjaman. Dan setiap nasabah yang 

melakukan penunggakan atau wanprestasi tersebut dikenakan biaya tambahan (ganti rugi) 

karena keterlambatan setiap bulannya. Dan pembayaran biaya tambahan tersebut berkisar 4 

% setiap bulannya. 

2. Tidak melaksanakan pembayaran selama 3 bulan secara berturut-turut 

Mengenai penunggakan pembayaran selama tiga bulan secara berturut-turut, Nasabah 

yang melakukan wanprestasi 3 bulan secara berturut-turut lebih kurang terdapat 20 orang 

____________ 
14 Ibid 
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nasabah dalam 3 tahun terakhir.15 Pihak pegadaian melakukan kebijakan pertama dengan 

memberi peringatan atau pemberitahuan kepada pihak nasabah. Peringatan tersebut berupa 

pihak pegadaian menghubungi pihak nasabah, supaya segera menunaikan kewajibannya. 

Dengan memberi pilihan kepada nasabah untuk melunasi satu bulan terlebih dahulu yang 

sudah tertunggak, apabila rahin memang tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, maka 

pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah 

kepada pihak pegadaian. Apabila hasil dari pelelangan barang jaminan tersebut tidak 

mencukupi untuk pelunasan pinjaman, maka selebihnya di tanggung oleh pihak nasabah, dan 

apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada pihak nasabah.16 Lelang dilakukan 

setelah dikonfirmasi kepada nasabah, dan penarikan barang jaminan tersebut atas izin pihak 

nasabah, karena pihak nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi angsuran pinjaman. Karena 

sebelum pelelangan berlangsung pihak pegadaian Syariah telah memberikan solusi kepada 

pihak nasabah, barang jaminan tersebut ingin ditebus atau dilelang untuk pelunasan 

pinjaman. 

2. Faktor penyebab terjadinya Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Aceh Besar. 

Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi sehingga 

terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu: 

1. Faktor Internal. 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari nasabah debitur itu sendiri yaitu 

nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak 

Pegadaian Syariah. Disebabkan nasabah sewaktu melakukan pinjaman dengan tujuan untuk 

keperluan hal yang lain dan bukan digunakan untuk modal usaha.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal merupakan faktor di luar kesalahan debitur. Dalam faktor ini 

nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan 

____________ 
15 Ibid 
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memaksa atau force meujer. Keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian 

Syariah selaku pemberi pijaman hutang dan penerima pinjaman. Di mana keadaan ini timbul 

diluar kekuasaan si berhutang dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang 

tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat.17 Dan dimana suatu keadaan si debitur 

mau membayar kewajibannya tetapi debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau 

mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia. 

 

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi pada Produk 

Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Aceh Besar. 

Adapun cara penyelesaian yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap 

wanprestasi dalam pelunasan pinjaman dalam Produk ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) 

adalah dengan berpedoman pada hukum islam atau fiqh muamalah, di dalam fiqh muamalah 

tidak ditemukan kata wanprestasi melainkan ingkar janji yang merupakan salah satu yang 

terjadi dalam pelaksanaan aqad, apabila salah satu pihak yang melakukan khianat dan telah 

terbukti baik itu secara tertulis maupun secara lisan terhadap apa yang telah diperjanjikan 

maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga perjanjian tersebut 

dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan tersebut. 

Begitu halnya dalam perjanjian peminjaman uang antara pihak Pegadaian Syariah 

dengan nasabah. Seorang nasabah yang telah mengajukan permohonan peminjaman uang 

telah membuat perjanjian atau lebih tepatnya dikatakan telah berjanji untuk membayar 

pelunasan pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka dalam hal 

ini tidak boleh dilanggar, akan tetapi harus saling menghormati antara pihak yang membuat 

janji tersebut agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. 

Akan tetapi suatu perjanjian/ perikatan diikat oleh suatu syarat dan rukun yang telah 

disepakati sebelumnya. Suatu perjanjian kadang kala didasari oleh batas waktu yang telah 

____________ 
17 Hasil Wawancara dengan M. Raul Putra, Analis kredit pada pegadaian Syariah Aceh Besar tanggal 31 

Mei 2018, di Aceh Besar. 
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ditentukan pada awal perjanjian, apabila telah selesai waktu yang telah ditentukan terhadap 

suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal dan berakhir.18 

berdasarkan hal ini islam mewajibkan setiap akad transaksi muamalah yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak hendaklah jelas baik secara lisan maupun tulisan serta konsekuensi 

yang diterima bagi yang melalaikannya sehingga akad tersebut tidak dilanggar, sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat :1 yang berbunyi:19  

َ يَحْكُمُ مَا ياأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ ۚ أحُِلَّتْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الأْنَْعاَمِ إلاَِّ مَا يتُلْىَٰ  يْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ ۗ إنَِّ ?َّ  عَليَْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ
 يرُِيدُ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah ayat: 1) 

 Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa pihak pegadaian Syariah Aceh besar 

memberikan denda kepada pihak nasabah yang menunggak dari tanggal jatuh tempo. Besar 

biaya tambahan yang diberikan berkisar 4% untuk setiap bulan atas keterlambatan nasabah 

apabila nasabah tidak membayar pada saat jatuh tempo, nasabah yang menunggak  

pembayaran tersebut merupakan nasabah yang melalaikan kewajibannya dalam melakukan 

angsuran pinjaman. Sanksi dalam bentuk ini merupakan salah satu alternatif / kebijakan yang 

digunakan sebagai sarana motivasi dan memperkuat kedisiplinan bagi nasabah Produk 

ARRUM khususnya pelanggan yang dengan sengaja tidak mau membayar pelunasan cicilan 

pinjaman. 

 Hal ini berdasarkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 17 tahun 

2000 tentang sanksi atau nasabah yang menunda-nunda pembayaran.20 Yang berkenaan 

dengan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi. 

____________ 
18Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 2  
19 Taufiq Akbar, “Wanprestasi Pada Aqad Ijarah dan Mekanisme Penyelesaian pada Baitul Baznas Madani 

Banda Aceh”, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm. 63 
20 Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KTD), Himpunan Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang Produk Perbankan 

Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 174 
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Kesimpulan  

 Wanprestasi merupakan sebagai suatu bentuk tidak mematuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditur dan debitur. Jadi wanprestasi merupakan ketentuan perjanjian yang dilanggar karena 

berbagai hal yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa sangat dirugikan atas 

kelalaian atau tidak mematuhi oleh pihak yang lain.  

Berdasarkan penelitian nasabah yang wanprestasi akan dikenakan biaya tambahan 

atau ganti rugi berkisar 4%, dan pemberian biaya tambahan pada nasabah yang wanprestasi 

sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam. Di mana hal tersebut telah tercantum 

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atau nasabah 

yang menunda-nunda pembayaran. Yang berkenaan dengan sanksi atas nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43 tahun 2004 tentang ganti 

rugi. 
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